
ABSTRAK 
 
 

Nama :  Rita M M Simanungkalit, S.H 
Program Studi :  Magister Kenotariatan 
Judul :  PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI KRISTEN 

DAN PROBLEMATIKNYA  
 
 
Ada kontradiksi antara Undang-undang Perkawinan dan ketentuan hukum agama, 
khususnya hukum agama Kristen dan Katholik, salah satunya ialah dalam hal 
perceraian. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan 
membolehkan adanya perceraian. Ketentuan hukum Agama Kristen dan Katholik, 
bukan saja tidak mengatur dan tidak membolehkan, tetapi malah melarang 
terjadinya perceraian. Hukum agama Kristen dan Katholik tidak  bisa menerima 
dan tidak bisa mengakui perceraian walaupun perceraian itu atas Keputusan 
Pengadilan. Jika Undang-undang Perkawinan memberikan peranan kepada agama 
dan/atau kepercayaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang menjiwai Undang-
undang tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya. Mengapa Undang-undang Perkawinan tidak 
menentukan bahwa perceraian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan/atau kepercayaannya. Penelitian menggunakan bahan 
primer berupa perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan putusan-
putusan Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan perkawinan dan Perceraian 
menurut hukum negara dan agama Kristen. Bahan hukum sekunder berupa buku-
buku dan wawancara dengan para pastor dan pendeta. Bahan-bahan hukum 
dianalisis secara kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Metode penemuan 
hukum yang dipakai oleh hakim adalah metode argumentum a contrario, 
penafsiran sosiologis dan penafsiran grammatical. Tidak ada perceraian bagi 
pasangan suami isteri yang beragama Kristen Katolik bagi perkawinan yang ratum 
et consummatum, meskipun telah bercerai melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat 
dilakukan perkawinan baru, walaupun dapat ditolong secara pastoral. Gereja-
gereja Kristen Protestan memungkinkan adanya perceraian dan perkawinan baru. 
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There is Contradiction between the marriage law and religious law, especially 
Christian and catholic law, among others is about divorce. The marriage law 
article 39, 40, 41 regulate and even allow divorce to happen. The law of Christian 
and catholic, not only does not regulate such thing neither not allow, they even 
forbid such divorce. The Christian and catholic law can not accept and accept 
divorce even though such  divorce is made by the court of law. If the marriage law 
give such role to  a religion and/or belief in accordance to principals of Pancasila 
which is the guidance to the that law. Article 2 paragraph (1) of the marriage law, 
determine that when a marriage is legal when it is done in accordance with the 
person’s religious belief. Why does not the marriage law determine that the 
divorce is  law when it is done in accordance with the person’s religious belief. 
The type of law study is descriptive critical doctrines. Even the law is primary law 
material, including regulations, documents, and public justices, related to marriage 
and divorce of Christians. The secondary law materials consist of books, 
interviews with priests, and pastoral councils. The law materials are analyzed 
qualitatively by descriptive thinking process.. The law method used by jugde is 
argumentum a contrario method, sociological and grammatical estimations. There 
is not disforce of Catholic-Christians spouses in ratum et consummatum marriage, 
even though the divorce has occurred in the public justice, the new marriage can 
not be carried out, even though it can do pastorally. The exception is that the 
cancel of marriage and engament for the sake of faith (privilegi paulinum). 
Protestant Christian churches enable the occurrence of divorce and permission of 
new marriage. 
 
Key Words : Argumentum a contrario, ratum et consummatum, pastoral,  
privilege paulinum 

Perceraian pasangan..., Rita M M Simanungkalit, FH UI, 2008.


